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1.1 Latar Belakang

Dunia pendidikan di Indonesia dihadapkan pada teggangan besar.
Tantanganpertama, sebagai akibat krisis ekonomi, dunia pendidikandut
untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangpeawlidikan yang telah
dicapai dan mampu meningkatkan kualitas yang ldaik. Kedua, untuk
mengantisipasi arus globalisasi. dunia pendidik&mtlt untuk mempersiapkan
sumber daya manusia yang berkompeten dan mampairigedalam pasar global.
Ketiga, dengan diberlakukannya undang—undang otonomisa&sal, maka perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem peadidi&sional sehingga dapat
mewujudkan proses pendididkan yang lebih demokratreemperhatikan
keberagaman kebutuhan daerah dan mendorong pastisiasyarakat.

Menjawab tantangan tersebut di atas, Kementeriamliéi&an Nasional
dengan dasar Undang-undang Nomor 20 tahun 200@nteisistem Pendidikan
Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2@d%ang Standar Nasional
Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahuf Bfiitang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, dan Permendiknas Naataih 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan F&adidNonformal dan
Informal Renstra Ditjen PAUDNI Tahun 2010-2015atelmenetapkan berbagai
kebijakan dan upaya antara lain terus mengusahpéarerataan dan perluasan

akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansndigi&an serta



mengembangkan manajemen pendidikan yang berbabigukean, lingkungan
dan sasaran dunia usaha keseluruh lapisan maatarak

Upaya pemerintah dalam rangka mengimplementasijakain dibidang
pendidikan tersebut, maka melalui jalur pendidikanformal telah direncanakan
berbagai program sesuai kebutuhan masyarakat, ghysuayanan pendidikan
kecakapan hidup, sebagai bentuk program yang dapayentuh langsung pada
pembinaan dan penerapan keterampilan guna kesiagak membangun usaha
mandiri atau memasuki dunia usaha.

Pendidikan Non Formal sebagai sub sistem dari idikath nasional
memiliki akses yang luas dan tanggung jawab besanadap kemajuan
pendidikan di Indponesia terus berupaya dan beausatengembangkan
pendidikan kecakapan hidup, sebagai andalan progemdidikan non formal
guna melayani kebutuhan belajar masyarakat utamgagg tergolong kurang
mampu, agar mereka memiliki keterampilan dan keah§kill) yang memadai
untuk mengembangkan diri atau siap memasuki dws@hal

Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Pendidikan  Nardbr
menyeebutkan bahwa kelembagaan kursus dan kurstsprudesi yang
berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup (BlHY bermutu dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yamakise meluas, adil dan
merata, khususnya bagi penduduk miskin dan pengariggldidik, dapat bekerja
dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dafegional (Suryadi, 2007).
Sejalan dengan hal itu, maka pembangunan pendidikarformal antara lain

bertujuan agar: terwujud kelembagaan kursus daakg&haan kursus para profesi



yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup (Pkiilsusnya bagi penduduk
penganggur usia produktif untuk dapat bekerja dan lberusaha secara produktif,
mandiri, dan profesional (Suryadi, 2007). Dalamijaddan ini ditegaskan bahwa
penyelenggaraan kursus diorientasikan pada upayagkatan kecakapan hidup
yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarkkanudian dalam
Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekd885-2009 antara lain
dinyatakan program kursus dan pendidikan kecakhphup (Suryadi, 2007).

Secara umum program pendidikan kecakapan hidug ¢geelenggarakan
melalui jalur pendidikan non formal dimaksudkan uknt meningkatkan
pengetahuan, pembinaan sikap dan penerapan ketenamgi bidang usaha
tertentu sesuai dengan bakat dan minat warga belelgngga mereka memiliki
bekal keterampilan dalam rangka meningkatkan tardfip yang lebih baik.
Olehnya program pendidikan kecakapan hidup padakgsnaannya lebih
diarahkan pada usaha pemecahan masalah pengangdararkemiskinan.
Sehingga itu dalam pemilihan keterampilan yang ak#rapkan kepada warga
belajar didasarkan pada kebutuhan masyarakatengiotokal dan kebutuhan
dunia usaha.

Penyelenggaraan program pendidikan kecakaparp Hehih diarahkan
tanggung jawabnya kepada lembaga-lembaga pendidiken formal seperti
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, Sanggar Kaygaelajar, serta lembaga
yang dikelola langsung oleh masyarakat seperti tPuéegiatan Belajar
Masyarakat, Lembaga Kursus , Lembaga PendidikarPédagembangan Terpadu

Masyarakat, dan Organisasi Perempuan. Lembaga-tembai diberikan



kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan progeardidikan kecakapan
hidup di masyarakat, berdasarkan pedoman pelaksatzmapetunjuk teknis oleh
Direktorat Pendidikan Masyarakat.

Kewenangan yang diberikan kepada unit pelaksakastelaerah dalam
hal ini Sanggar Kegiatan Belajar, perannya samgsar untuk keberhasilan
program kecakapan hidup di masyarakat . Apalaggaeradanya desentralisasi
pendidikan pada era otonomi sekarang ini, sangahbwgkan peluang yang
cukup signifikan untuk menjadikan program pendidikacakapan hidup sebagai
program unggulan jalur pembinaan dan pengembamgdesi masyarakat dalam
mengikuti berbagai kursus dan pelatihan berdasakkbotuhan belajar sebagai
bekal memasuki dunia usaha atau dunia industri.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bah®anggar Kegiatan
Belajar (SKB) Batudaa Kabupaten Gorontalo telah pregramkan pendidikan
kecakapan hidup sebagai salah satu program utangamlenemberikan sentuhan
langsung pada jenis vokasi atau keterampilan seselaiituhan masyarakat.
Adapun jenis vokasi yang diberikan pada awal pmogpendidikan kecakapan
hidup yaitu keterampilan menjahit, pelatihan pedbefan las listrik, dan
kerajinan tangan kerawang. Jumlah peserta yangikughgrogram tersebut yaitu
sebanyak 15 orang untuk vokasi keterampilan meng#n kerawang, 10 orang
untuk vokasi perbengkelan las listrik. Perekrutaasgmta program PKH
diutamakan warga belajar Paket B dan Paket C ya&lag tulus serta masyarakat
berusia 16-35 tahun yang belum memiliki keteranmpdan berminat mengikuti

program ini. Program PKH Keterampilan kerajinangtm kerawang masih



berlangsung, untuk perbengkelan las listrik dan ede@pilan menjahit
pelaksanaannya sudah selesai tetapi masih dalam petaksanaan keberlanjutan
program yang dikenal dengan prakoperasi. Selamagikén program PKH
peserta diarahkan oleh instruktur dan pengelolaikutapat mengelola usaha
mandiri dan belajar sesuai dengan lingkungannya

Mengingat SKB Batudaa sebagai lembaga UPTD Diknabuldaten
Gorontalo yang masih terbilang baru, maka sudahunga jika dalam
pengelolaan program pendidikan nonformal khususpgadidikan kecakapan
hidup masih ditemukan hambatan-hambatan, denganl&at belum optimalnya
penyelenggaraan program PKH seperti apa yang gikana Belum optimalnya
dimaksud adalah dalam pelaksanaan perencanaaanteryerekrutan instruktur
yang ahli dibidang keterampilan yang akan diselangjgan.

Melihat belum optimalnya pengelolaan program jeikdn kecakapan
hidup di SKB Batudaa, maka peneliti melakukan symnelitian ilmiah dengan
formulasi judul“Studi tentang Implementasi Pengelolaan Program ii&ad
Kecakapan Hidup (PKH) di SKB Batudaa Kabupaten Gialo".
1.2Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini ladda “Apakah
pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup (PKHHSKB Batudaa

Kabupaten Gorontalo sudah optimal?”.



1.3Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambatentang

pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup {P#HSanggar Kegiatan

Belajar Batudaa Kabupaten Gorontalo.

1.4

14.1

1.4.2

1.4.3

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adséddagai berikut:

Bagi pengelola / penyelenggara program pendidikacakapan hidup
(PKH) diharapkan pada penyelenggaraan program kedejebih
memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalangepédalian
program.

Bagi pihak lembaga sendiri (SKB Batudaa Kabupatemo@alo) hasil
penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan bagnhypmpurnaan
penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hiiopasa akan
datang dalam rangka membina dan mengaktualisasikaodal
keterampilan yang diperoleh warga belajar gunaakesi memasuki dunia
kerja atau merintis usaha mandiri.

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu usalagam memotivasi
kemampuan pribadi untuk membantu penyelenggaraangrgmn
pendidikan kecakapan hidup yang lebih optimal delevansi dengan
perkembangan dunia usaha, serta sebagai dasar temtik melakukan
kajian dan penelitian yang lebih mendalam guna mesic hasil yang
maksimal mewujudkan pengelolaan program pendidikarakapan yang

optimal dan memiliki nilai—nilai keberhasilan bdikgi masyarakat peserta



didik program pendidikan kecakapan hidup maupumalpilembaga

sebagai penyelenggara program.



